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KEMENTERAN KOORDINATOR

Visi Indonesia 2045: Menjadi 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia

REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2040
(dengan asumsi negara lain tumbuh sesuai tren saat ini)
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Urgensi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

1. Dinamika perubahan global, perlu respon yang cepat dan tepat. Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

2. Dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua
sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6,0% melalui:

Penciptaan Lapangan Kerja yang berkualitas sebanyak 2,7 sd 3 juta per tahun, dibandingkan 2 s.d. 2,5 juta jika tanpa Omnibus Law
(Data Tahun 2019: Pengangguran= 7,05 Juta; Angkatan Kerja Baru= 2,24 Juta; Setengah Penganggur= 8,14 Juta; Pekerja Paruh Waktu= 28,41 Juta; Total= 45,84 Juta)

Peningkatan Investasi (6,6%-7,0%), yang meningkatkan Income dan Daya Beli, dan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4%-5,6%).
Peningkatan Produktivitas, yang akan diikuti Peningkatan Upah, sehingga dapat meningkatkan Income, Daya Beli dan Konsumsi.

3. Jika hal ini (Omnibus Law) tidak dilakukan, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, Penduduk yang
Tidak Bekerja akan semakin tinggi, dan Indonesia terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
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Alur Pikir Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”
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BIDANG PEREKONOMIAN | Omnibus Law: Langkah Strategis Mewujudkan Visi Indonesia 2045
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KONDISI SAAT INI

A Kondisi Global (Eksternal)
o Ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global
o Dinamika geopolitik berbagai belahan dunia
o Perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital
A Kondisi Nasional (Internal)

0 Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di kisaran 5%
dalam 5 tahun terakhir

0 Realisasi Investasi 2018=Rp 721,3 Triliun, 2019
(sd. Q3)=Rp 601,3 Triliun;

o Ketenagakerjaan: Pengangguran= 7,05 Juta orang;
Angkatan kerja baru = 2 sd 2,5 Juta Orang/ Tahun,
dan Pekerja informal = 70,49 Juta orang (55,72%)

A Permasalahan Ekonomi dan Bisnis
o0 Tumpang tindih Regulasi
o Efektivitas Investasi yang Rendah

o Tingkat Pengangguran, Angkatan Kerja baru, dan
jumlah Penduduk yang Tidak Bekerja

0 Jumlah UMKM besar, namun Produktivitas rendah.

PDB per kapita/ bulan

MENUJU 2024
diperlukan :

OMNIBUS LAW
Ciptdapangéierja

Simplifikasi dan harmonisasi
REGULASI dan PERIZINAN

INVESTASI yang berkualitas

Penciptaan LAPANGAN KERJA
berkualitas dan kesejahteraan
PEKERJA yang berkelanjutan

DO

>

Pemberdayaan UMKM

PDB per kapita/ bulan

Lapangan Kerja
Produktif

2045
INDONESIA 2045

Berdaulat, Maju, Adil dan Mak

Alndonesia menjadi Negara Maju,
dengan ekonomi berkelanjutan

APerekonomian Indonesia masuk 5
Besar Ekonomi Dunia

Alndoneisa telah keluar dari Jebakan
Negara Berpendapatan Menengah
(Middle Income Trap)

ATingkat kemiskinan mendekati 0%

APDB mencapai USD 7 Triliun,
peringkat ke-4 PDB Dunia

ATenaga Kerja berkualitas.

PDB per kapita/ bulan
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Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(llustrasi Gentong Air)

Kemudahan berusaha di Indonesia masih di
bawah beberapa negara ASEAN

Kemudahan Berusaha (2020) Regulasi dan Institusi adalah penghambat
T\ paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi.
= ) A Regulasi tidak mendukung penciptaan dan

Peringkat Negara
pengembangan bisnis, bahkan cenderung

2 Singapura | .
12 Malaysia o z membatasi, khususnya pada regulasi: (i)
21 Thailand i Tenga Kerja; (ii) Investasi, dan (iii)
= , :-' Perdagangan
. Kualitas institusi rendah
70 Vietnam g : o Korupsi tinggi dan birokrasi tidak
@ Indonesia i . : ﬁf's'e';] coord cebiiak
8 o Lemahnya koordinasi antar kebijakan
Sumber: WB Ease of Doing Business Survey 2020 ;;g; 5 y J
g ... ... _ . .
& y 2 o A » Fiskal: Rendahnya penerimaan perpajakan
2 = ZEEN
. £ B SRy £
Saat ini terdapat 8451 peraturan % £ § £ ey . e Infrastruktur: Belum memadai, utamanya
2 = & ...t konektivitas
=< = = °
pusat dan 15.965 peraturan daerah = &
yang menggambarkan kompleksitas dan B Penghams I. s « Sumber Daya Manusia adalah kendala
- " - ’ enghambatyang palingmengikat ikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka
itas regulasi di Indonesia. = . mengikat bagi p Jang
obesitas regulasi di Indonesia . il Pengambatyangmengikat menengah-paniang

Sumber: Bappenas

[ Bukanpenghambatmengikat

. Penghambatyang palingmengikat berikutnya
(Jikatidak diatasi,akan menghalangindonesia
untuk bersaingdi era digital dan beralih ke ega
manufakturbertekonologitinggi) AEkonomi Un g g

Sumber: Kemen Kumham per 23 Januari 2020




AN PR 2) Investasi yang Berkualitas

REPUBLIK INDONESIA

1. Efektivitas Investasi masih rendah dibandingkan negara peers lain. ICOR = 6.8 artinya dibutuhkan investasi sebesar 6,8% dari PDB
untuk menghasilkan 1% pertumbuhan ekonomi. Rata-rata negara ASEAN hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari PDB.

2. Diharapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat meningkatkan realisasi investasi dan memperbaiki efektivitas investasi
sehingga ICOR turun menjadi 6.2 pada tahun 2024.

3. Alokasi Investasi perlu diarahkan agar lebih fokus ke sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor, serta mendorong hilirisasi untuk
meningkatkan nilai tambah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rasio Efektifitas Investasi (ICOR) Stok Modal Publik
(% dari PDB, Harga Konstan 2011 dengan Paritas Daya Beli)

Rata-rata 2015 - 2017 200
Negara ;
Investasi
0
»oPDB /PDB ICOR 160
Philippines 6.5 23.6 3.6 120 Rerata Dunia (tidak termasuk negara maju): 80,7
Vietnam 6.6 26.9 4.1
8) ====eeeececccccccccccccccccce—e——- —s==-pe=-.
India 7.3 30.6 4.2
. o e " mnENE I I I
Thailand 3.4 22.1 6.5 0
T & F 2 £ & © £ T ©
Indonesia 5.0 33.8 - s ¢ £ 3 ¢ é g g & £ 3
T S K 2 s T 5
Sumber: Prospera E % ;2 > IE = E
Incremental Capital Output Ratio (ICOR): @
Rasio investasi kapital (modal) terhadap output, atau tambahan investasi yang
diperlukan untuk meningkatkan 1 unit output (1% pertumbuhan). Sumber: IMF Investment and Capital Stock Dataset, 2019

fEkonomi




GIDANG PEREKONOMIAN | 3) Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitasé

REPUBLIK INDONESIA

Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

1. Masih terdapat 7,05 Juta Pengangguran; 2,24 Juta Angkatan Kerja Baru; 8,14 Juta Setengah Penganggur, dan 28,41 Juta Pekerja Paruh
Waktu (45,84 Juta Angkatan Kerja yang bekerja tidak penuh). Jumlah ini= 34,3% dari total Angkatan Kerja, sementara penciptaan lapangan
kerja masih berkisar di angka 2 sd. 2,5 Juta per tahunnya.

2. Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja) dan
cenderungmenur un, dengan penurunan terbanyak pada status fnberusaha di b.

3. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Qnskgtan Ker tidak Persentase Pekerja Formal dan Informal, Jumlah Pekerja Formal
exerja penu Agustus 2015 - Agustus 2019 dan Informal Struktur
: g Ketenagakerjaan
= ‘ b 3 B
- 57.8 , , , ~ -
32. @ 4 3.6% RL0 D7 0312 fAMl Indonesia, i
, T 65 o KBl Agustus 2019
angkataerja jutaorang 30 | 423 424 43 432 44,28 g il Penduduk Usia Kerja :
20 - = Pekerja Formal 60 i. ', o
10 - = Pekerja Informal h 7} juta c'u'ang
0 T T T T 1 55 “ l” . o
Angkatan Kerja tidak bekerja penuh 2015 2016 2017 2018 2019 50 Angkaa Kerja ! Bukan Angkatan Kerj
(% angkatan kerja) ‘,
34 "B i nos
orang
40 :
> '/./‘-——-. - Bekerja Pengangguran

2014
2015
2016

@ Pekerja Penuh : 89,96 juta orang

2011
2012
2013
2017
2018

30 {0 Pekerja Paruh Waktu : 28,41 juta orang

2016 2017 2018 2019 == Pekerja Formal

@ Setengah Pengangur : 8,14 juta orang

Pekerja Informal
Sumber: Sakernas Agt15 Agt 16 Agt17 Agt18 Agt19
*Jumlah dari Pengangguran, Setengah Penganggur, m [nformal mFi | ~ .
gangg g gangg ma orma fEkonomi Ung
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3 ...dan Kesejahteraan Pekerja yang Berkesinambungan

A Perluasan program jaminan dan bantuan sosial

merupakan komitmen pemerintah dalam rangka § 14 80 _
meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas SDM, serta = 12.49 =
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan - 2 T 0o
ketimpangan pendapatan. s 10 \982 40 §

. - . . S . 3

A Melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total N 8 o 20 S
manfaat tidak hanya diterima oleh Pekerja, namun juga 2 ' 0393 %
dlrasakan Oleh Keluarga Peker]a' E 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 “

A Perlunya jaminan atas hak dan perlindungan untuk semua

2011

== Tingkat Kemiskinan (%) Indeks Gini Bantuan Sosial Pemerintah Pusat (IDR tn)
Pekerja (Pekerja Tetap, Pekerja Kontrak, Pekerja Alih Daya)
guna menjaga dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja.
Masa Muda Dewasa Menengah Q) Tua
@ kehamilan @ muda x dan kerja \ o/
dan usia dini ~ —I M A
(0-5 tahun) (6-12 tahun) (13-18 tahun) (19-64 tahun) (>65 tahun)
A PKH gencegahan A PKH A PKH A BidikMisi A JP & JHT
stunting) A PIP SD A PIP SMBBMA A PIPKuliah A ASLUT
A KUR A JKK & JKM
A KUBE A JP & JHT
A DanaDesa A KUR & KUBE
A DanaDesa

Kartu Pra-Kerja
JKN (PBI)
Rastra, BPNT, dan Kartu Sembako
Subsidi Energi (LPG 3kg, Solar, Mitan)

AEKonomi Ungﬂ
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4) Pemberdayaan UMKM

1. UMKMberkontribusisekitar61l,026dari PDBdan menyerapebihdari 97%dari total tenagakerja. 98,6846 Usaha
Mikro merupakarusahainformal, denganproduktifitas yangsangatrendah. RasiodKkewirausahaatndonesia
sebesa,47%sedangkarRasioKewirausahaaiMalaysiasebesai5,01%

2. Dengarfleksibilitaspasartenagakerja,re-skilling,up-skilling,sertaprogramkesejahteraarpekerja,maka
produktivitas dan pendapatanUMKM akandapatditingkatkan

Kontribusi Sektor UMKM
terhadap Ekspor Nasional

Bangladesh I 11,30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Sumber: World Bank 2015 iAseanSME
Policy Index 2018
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Posisi Indonesia dalam
Global Value Chain

60.4

Indonesia Malaysa Thailand Rusia India China Berkembang

. Forward Paricipation . Backward Paricipation . Indeks Parisipasi

Sumber WTO 2017

Negara  Negara Maju

ASEAN SME Policy Index 2018

RANK

SINGAPUR/ 5.43

VIETNAM 3.47
BRUNEI 3.41
© <o N : ¢
© s M -:-:
€@ vvavvar [N 22

Sumber ASEAN SME Policy Index, 2018

Indeks Daya Saing UKM Indonesia

Kompetisi

1 _Pemenu_han sertifikasi 11,3 30,2 85,6
internasional

2 Kepemilikan akun bank 12,7 22,3 60,1

i T 1
: 3 Kemampuan mengelole 526 71.1 :
i usaha i

4 Pengalaman manajerial 41 48 50,4
Konektivitas
5 Kepemilikan enalil 7,2 26,2 58,3

Kepemilikan website
perusahaan

15,3 47 70,3
Perubahan
7 Auditlaporan keuangan 5,3 17,6 42,7
8 Lisensi teknologi asing 53,4 64,5 88
Indeks lebih besar dibanding Usaha Kecil
Sumber: SME Competitiveness Outlook, 2019
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GIDANG PEREKONOMIAN KONSEPSI DAN PENERAPAN OMNIBUS LAW
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Omnibus law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut
ketentuan dalam Undang-Undang, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke
dalam satu UU (Tematik) .

Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki
regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja (job creation) serta
meningkatkan iklim dan daya saing investasi.

Omnibus Law di
Negara Lain

Secara umum Omnibus Law belum populer di Indonesia namun terdapat beberapa UU yang
sudah menerapkan konsep tersebut, seperti UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan
Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan menjadi UU yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa UU.

Catatan: Omnibus Law bukan untuk Kodifikasi Hukum

AEKonomi Ung
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MANFAAT PENERAPAN OMNIBUS LAW

Hiper Regulasi

L, $c FF GK O ER

Terdapat 8.451 peraturan
pusat dan 15.965 peraturan
daerah yang menggambarkan
kompleksitas regulasi di
Indonesia.

(Sumber: Kemenkumham, 23 Jan 2020)

Metode Omnibus mempermudah, menyederhanakan proses dan
meningkatkan produktivitas dalam penyusunan peraturan

Omnibus Law sebagai 1. Menghilangkan tumpang
strategi reformasi tindih antar PUU"
regulasi agarpenataan | , - Efigjensi proses perubahan/

dilakukan secara
sekaligus terhadap pencabutan PUU;

banyak Peraturan 3. Menghilangkan ego
Perundang-undangan sektoral.

Konsekuensi penerapan Omnibus Law :

A UU existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah
diganti atau dinyatakan tidak berlaku.

A UU existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau
dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ ruh dari undang-undang tersebut. :

AEKonomi Ung@
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GIDANG PEREKONOMAN Naskah Akademik dan Draft RUU Cipta Lapangan Kerja
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Substansi Pokok Sesuai arahan hasil Ratas, telah disepakati dengan seluruh K/L terkait pada 15 Januari 2020

A Kemen Hukum dan HAM telah menyelesaikan penyelarasan Naskah Akdemik
A Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : PHN-HN.02.04-04 tanggal 20 Januari 2020

Pengharmonisasian A Kemen Hukum dan HAM telah menyelesaikan pengharmonisasian RUU
RUU A Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : PPE.PP.03.02-107 tanggal 20 Januari 2020

SralesrEs Briares Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal
J 22 Januari 2020 telah menetapkan RUU Cipta Lapangan Kerja masuk dalam Program

2020 Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

AEKonomi Ungﬁ
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A Undang-Undang dan Pasal Terdampak*

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

11 Klaster Pembahasan:
1. Penyederhanaan Perizinan
Persyaratan Investasi

Ketenagakerjaan 50 UU (782 Pasal)

Kemudahan,
Pemberdayaan, dan
Perlindungan UMK-M

Kemudahan Berusaha

Sl

2

Dukungan Riset & Inovasi

7. Administrasi
Pemerintahan

Pengenaan Sanksi
Pengadaan Lahan

10. Investasi dan Proyek
Pemerintah

11. Kawasan Ekonomi TOTAL 79 UU

(1.239 Pasal)

* JumlalJU danPasatlapatberubahsesuahasilpembahasan

AEKonomi nga



